WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 532 TAHUN 20/9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA

Menimbang

Mengingat

BERUPA SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN

KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan pelaksanaan
pemberian santunan kematian bagi warga miskin di Kota
Semarang dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pemberian bantuan sosial, maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
Berupa Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota
Semarang, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa
Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang;

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakaria;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4286);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomer 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016
tentang Penvelenggaraan Administrasi Kependudukan
[Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang
{(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial vang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor
6):
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400});

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234},

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597}, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
pembentukan Kecamatan di Wilavah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri , Jepara,
dan Kendal serta penetaan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Derah Tingkat 11 Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



22. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 68);

23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 A Tahun 2017
tentang indikator, kriteria, dan klasifikasi warga miskin
Kota Semarang,.

24, Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak
Terencana Berupa Santunan Kematian bagi Warga Miskin
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016

Nomor 20).
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
TIDAK TERENCANA BERUPA SANTUNAN KEMATIAN BAGI
WARGA MISKIN KOTA SEMARANG.

Pasal |
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagi berikut :

Pasal 2
(1) Maksud dari pemberian santunan kematian warga miskin adalah salah satu
bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada warga
miskin Kota Semarang yang berdukacita karena anggota keluarganya
meninggal dunia.

(2] Tujuan dari pernberian santunan kematian bagi ahli waris warga miskin
tersebut adalah untuk membantu meringankan beban biaya hidup bagi ahli
waris warga miskin yang meninggal dunia.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
(1) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilampiri
pérsyaratan sebagai berikut :
a) Persyaratan bagi yang meninggal dunia:
1. fotocopy KTP-el dan/atau fotocopy KK;
2. akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/ surat
keterangan kematian yang ditandatangani Lurah;
fotocopy Kartu Identitas Warga Miskin Kota Semarang;

bagi bayi lahir mati, surat keterangan yang menyatakan bayi lahir
mati dari warga miskin yang ditandatangani oleh Pejabat vang
berwenang.
b} persyaratan bagi ahli waris:
1. fotocopy KTP-el dan/atau fotocopy KK;
2. surat keterangan yang menyatakan sebagai ahli waris warga miskin
yang meninggal dari Lurah setempat.



(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2
(dua) bulan setelah kematian.
Pasal I1

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal & ™hzemcer g0

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal (~ Nprer: o ap/3

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 20 /3 NOMOR & 2



